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PENETAPAN
Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdataa agama pada tingkat pertama

dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Bulujaya, 27 April 1999, agama

Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bonto Baddo,

Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten

Jeneponto sebagai Pemohon I;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tompobalang, 03 April 2002,

agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat

kediaman di Dusun Bonto Baddo, Desa Baraya Kecamatan

Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus

2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan

Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada

tanggal 10 November 2019, di Dusun Bonto Baddo, Desa Baraya Kecamatan

Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung

Pemohon II bernama Cu’la, yang dinikahkan oleh Imam Desa/Lurah bernama

Mustakim, dengan maskawin berupa kalung emas empat setengah gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M.

Basri dan Mangngalle;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk

melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara dan tidak pernah ada yang

keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 20 tahun

dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 17 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai

seorang anak bernama: XXX;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan

imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatkan pernikahannya ke

kantor urusan agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk

penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXX, dengan Pemohon II,

XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2019, di Dusun Bonto

Baddo, Desa Baraya Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya

ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba,

Kabupaten Jeneponto;

4. Menetapkan biaya perakara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat :
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. XXX

tanggal 15-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah

Kabupaten Jeneponto, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. XXX,

tanggal 08-07-2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah

Kabupaten Jeneponto, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. XXX, tanggal 01-11-

2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Jeneponto,

bukti P.3;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.1 s/d P.3;

B. Saksi :

1. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,

tempat kediaman di Dusun Bonto Baddo, Desa Baraya Kecamatan

Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman

Pemohon II;

 Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah pada tanggal 10

November 2019;

 Bahwa saksi tidak hadir pada saar akad nikah Para Pemohon

karena Para Pemohon menikah lari (sillariang);

 Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus

bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula

hubungan semenda;

 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah

dikaruniai seorang anak;

 Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah

cerai hingga sekarang;
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 Bahwa, Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena tidak

melaporkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA

Bontoramba;

 Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk penerbitan

buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi

kependudukan dan kepentingan lainnya;

2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,

bertempat tinggal di Dusun Bonto Baddo, Desa Baraya Kecamatan

Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara

Pemohon II;

 Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Para Pemohon karena

Para Pemohon menikah lari, sehingga tidak dihadiri keluarga dari

pihak perempuan;

 Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10

November 2019;

 Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus bujang,

sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

 Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan

tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan

semenda;

 Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang

anak;

 Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga

sekarang;

 Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk

penerbitan buku nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi

kependudukan dan kepentingan lainnya;

Bahwa Para Pemohon memohon untuk diberikan kesempatan untuk

mendatangkan saksi yang hadir pada saat akad nikah dilaksanakan;
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Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon

menyatakan belum mampu menghadirkan para saksi, karenanya Para

Pemohon menyatakan untuk mencabut kembali permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon

menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan Para

Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun

karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tetang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Jnp tanggal 08

Agustus 2024, dicabut;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami

Fadilah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah,

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
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dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00-

2. Proses : Rp. 100.000,00-

3. Panggilan : Rp. 200.000,00-

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00-

5. Redaksi : Rp. 10.000,00-

6. Meterai : Rp. 10.000,00-

Jumlah Rp. 370.000,00-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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